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PUTUSAN
Nomor : 14/G/PTLD{-8KU1999'

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETLIHANAN YANG IV{AHAESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengftulu yang memeriksa , memutus

dan menyelesaikan senglieta Tata Usaha Negara dalam tingliat pertama

yang benidang di gedungnya yang ditentukan unhrk itu di Jalan R'E

\{artadinata Bengkulu telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah

ini dalam sengketa antara :

I ,IJIMAD B4D-A$4- SAI.LIry.liE. Warganegara lndonesi4

pekerjaan swa-sta tempat tinggal di 'Ialan Semangka

No.60 Rt/Rw.0I5it)05 Bengkulu 38226

'l'elah memberikan kuana penuh kepada :

JOFI-\i TAIJDLIIIALLO SH;

SLTGIHAN PRIBADI,SH;

NLRBAII1,SH;

.{NS YORI SY.T,IFT,TDDIN, SH;

srlasing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukur4

John Tandukallo.SH dan Rekan di Jalan S Parman

No.28 Benglul9, berdasarkan Suat Kuasa tertar:ig9al

20 Sepember 1999, selanjutnya disobut sebagai

PENGGUG,],T:

Melawan

i l .  1.

BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pernbangunan

No.1 Kota Bengkulu disebut sebagai TERGUGAT I ;

Telah memberi kuasa Khusus kepada :

.{ZRIATI AZIS,SH I

ROFiQ SL]\,{AN'TRI,SH;
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IIARMEN HANIFAII,SH ;

EDY ALIANSI,SH;

JAHARDN.SH;

YUSNA JUTTASH;

Masing-masing adalah Kuasa Hukum pada Biro

Hukum Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah

Tingkat I Propinsi Rengliulu trerdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 September 1999;

2. WIILIK-OIA - KlrP4IA -D4E&4E ,,Tn\IGKAT-- II

L9-I4UfDY4--BLNGKULU. berkedudukan di

Jalan Basulii Rahmat Kota Bengkula disebut sebagai

IEEGUqAUL

Tclah memberikan Kuasa Khusus kepada Ali

.A'rmada, SH, Kasubag PenJuluhan Hukum Kota

Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanegal

3. KETUTI<Q\{ISI PE!@JHAN \lN[tl\4lKPU) berkedudukan

di Jalan Imam Bbnjol No'29 Jakarta Pusa! disebut

sebagai IERGI.TGAT trl-;

Telah memberikan Kuasa Khusus kepada

-A.skodar. SH anggota KPU Indonesia, berasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal .

IIL DSR\fLA!',{'ry Bsc. (Jmur 42 tahun. pekerjaan Wakil Ketua

DPRD Tingkat tr Bengkulu, Watganegan

Indonosi4alamat Jalan Suprapto No. 125 Rf.I

Benglulu ;

Telah memberikan Kuasa penuh kepada
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Dn AhmadNtnditt SH.

Beaa Sarianti, SH.

Endiz4SH.

M Thoha RuantinSH:

Tri Susanti,SH.

Nu{anah,SH.

Endang Adrizal,SAg.;

Masing-masing adalah Pengacara/Psrus€hat Hukum

pada Kantor Lernbaga Bantuan Hukum Dharma

Agung Bengkulq beralamat di Jalan Soeprapto No.

125 Benpil<ulu betdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggat S Ap,ril 2000, disebut sebagai

PENGGUGAT INTERVENSI:

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah menbaca dan memeriksa be*as perkara ;

Telah mernbaca Pcnetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu No. 14/G/Pen/1999/IPTUN-BKL. tetanggal 12 Nopember 1999

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mernorilaa , memuh$ dan

menyelesailan sengketa tersebut ;

Telah mernbaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengftulu No l4lG/Pen-fIs/PTUN-BKUl999 tanggal 13

Nopernber 1999 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Tolah membaca Penetapan Ketua Majclis tlakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu No. 14/G/Psn-tIs/PTttN-BKL/1999, tanggidl 27

Desember 1999 tentang Pemeriksaan Persidangan t€rbuta untuk urnurn ;

Telah mernbaca Surat Penetapan Ketua Majelis ffakim PengE<tilan

Tata Usalu Negara No.14lGlPen/PTUN-BKUl999 tanggal 20 Mei 2000
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tentar€ Penerimaan permoholran lntervensi dan menempatkan pernohon

lnlervensi sebagai Penggugat lntervensi ;

Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan

pihat-prhak yang bersengket4 maupun keterang;an saksi-saksi yang

diajukan dalam penidangan ;

'IENTANG DIIDUKNYA SENGKETA:

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugataffrya tertanggal 10

Nopembor 1999 telah mongajukan gugtan terhadap Tergugal" yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negma

pada tanggal 11 Nopember 1999 dibawah Register Perkara No' l4/G/PTIIN-

BKU1999 dan gugatan tersebut telah diperbaili penggugat pada tanggal 24

Desember 1999. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu No'390

'tahun 1999, tertanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan

dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kotamadya Daerah

'tingkat II Bengkulu ;

Bahwa yang menjadi alasan Penggggat d.lam gugatan ini adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Pafiai Arnanat Nasional dengan

nomor anggota 07.00004.98, yang bertempat tinggal di Kecamatan

Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu dan Penggugat adalajh jugn

sebagai pengurus Dewan Pimpinan daerah Partai Nasional Kotamadya

Bengkulu dengan jabatan sebagai sekretaris.

2. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Terap (DCT) anggota I-egislatif

Tingkat II Kotamada Bengkulu Penggugt adalah mendudulii urutan 3

( tiga) dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka KotamaQa

Bengkulu;
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5.

3. Bahwa dangan telah bubarnya Panitia Pemilihan Umum Daerah

Kotamadl'a Daerah Tingkat tr (PPD tr ) Bengkulu yang merupakan

perpa4iangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka

sepantasnyalah KPU yang harus bertanggung jawab dan mewakili PPD

tr dalam perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan hasil perhiongan surara Pemilu 1999, Partai

Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Kotamdaya Bengkulu

"t.

memperoleh 12.959 suara ;

Bahrva dari ha.sil peroleh suara det€an kis kosen 3.652 suara maka untuk

DPRD tr Kotamadl'a Bengkulu. Partai Amanat Nasional mendapatkan

3( tiga) ) kr-rrsi dan I (satu) kursi yang merupakan kursi tambahan

realisasi dari sisa suara sebanyak 2003 suara .;

Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat tr Kotamadya BengLulu Nomor 160 Tahun 1999 tsntang

alokasi jumlah kursi anggota DPRD Tingkat tr Kotamdya Bengkulu

periode 1999 2004 yang menotapkan alokasi jumlah kursi DPRD

Kotamdaya untuk Partai Politik peserta Pemilu dalam Pemilu Tahun

1999 adalah 2(dua) kursi di Kecamatan I\.{uara Bangkahulu dan 16

(enam belas ) kunsi di Kecamatan Gading Cempaka .

Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bengkulu No. 179 Tahun 1999 tertanggal 24 Juli

1999 khusus untuk Partai Amanat Nasional ditetapkan perolehan ktrsi

sebanyak 4(empat) kursi dengan uraian 3(tig) krrsi untuk Kecamatan

Gading Cempaka dan 1 (satu) krusi untuk Kecamatan Teluk Sagara ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional

Kotamadya Bengkulu Nomor : PANlKpts/K-5/62Nil11999 tentang

Penetapan anggota Legislatif PAN untuk DPRD tr Kotamadya temyata

Penggugat tidak diikut serlalian sebagai calon terpilih sehingga didalam

6.

8 .
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surat Walikotamadya (Tergugat II) Nomor 901/Sospol'nT1" 1999

tefianggal 1l Agustus 1999 yang disampaikan kepada Tergugat I,

Penggugat tidak dimasukkan sebagai calon terpilih anggota DPRD tr

Kotamadaya Bengkulu periode 1999 - 2004 melainkan diisi oleh

Darmilawati BSc, yang berasal dari DCT anggota kgislatif Kecamatan

Muara Bangkahulu yang nana Partal Amanat Naslonal d1 w avah

Kecamatan tersebut tidak mendapathan saru kursipun'

9. Llahwa DPD PAN Bengkulu telah mengirim surat kePada PPD tr (

tergugat Itr) Nomor : PANTBTK-S/59A/IW19999 perihal sanggahan atas

SK Penetapan anggota kgsilatif PAN untuk DPRD tr Kodia Bengkulu

aiian tetapi tergugat III masih tetap mengacu pada Swat Keputusan

penetapan anggota Legislatif PAN yang tidak sah dan kemudian

mengidml€n berkas calon terpilih anggota DPRD tr Kotamadya

Benglulu kePada Tergugt tr.

10. Rahrva DPD P'{N Beng}ttlu telah mengirim surat kopada Tergugat I

tertanggal 11 Agustus 1999 perihal Penegrsan SK DPP PAN Nomor :

PANrA'{Kpts;'lrU-SJ/ 13 5Nm/ 1999 yang pada pokoknya €ar tergwat I

menunda menerbitkan surat keputusannya akan tetapi Tergugat I tetap

saja mengehrarkan (menerbitkan) Surat Keputusannya tanpa

,nenghiraulen kepentingan orang lain vang dirugikan akibat keluamya

kcputusan tersebut ;

11. Bahwa berdsasarkan surat dari Tergugat II Nomor 901/SospoWIIV1999

tanggal 11 Agustus l999,Tergugat I telah menerbitkan pula surat

Keputusan Nomor 390 Tahrm 1999 tentang Peresmian Pengangkatan

clan Peresmian Pemberhentian Keanggoata Dewan Perwakilan Rahat

Daerah Tingkat II Kotamafa Daerah Tingkat tr Bengkulu dimana pada

lampiran I (pertama ) telah menempatkan Darmilawaati BSc sebagi
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calon anggota Lgislatif terpilih, Surat Kcputusan tersebut Penggugat

l;etahut raagal 2O AgusLls 1999 ;

12. Bahwa penempatan Darmiiawati BSc prda lampiran l(pertama) Surat

Keputusan Nomor,190 Tahun 1999 terlrngl;ai i'9 'tgustus 1999 iersebut

merupakan suatu Keputusan Tata Usaha l{cgafa Iang bcfienlangan

dengan Perafuran Perundang-Undangan yiilrg borlal'-'r (ride Pasal 53 ayat

2 Undang-Undang No' 5 tahun1986) dikatali"an Jemil'ian k:rcna :

a. Pensmpatan Darmilawati Bsc , pada lampuiur l(penama) Surat

Kepufusan Nomor 390 Tahun 1999 sebagai calon terpilih DPRD II

Kotrmadya Bengktlu adalah tidak berdasar{€n pengajuan dari

pimpinan Parlai Politili daerah Tingkat tr Kotamadya Bengkulq

dalam hal ini DPD PAN Kotamadya Bengkulu" sedangltan Pagal 68

avar 1 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1999 jo Peraturan KPU

).'cmor 76 .l..Tahul 199q Jc }i:putusan KPU lionu-'r i :i:' fallun

1999 penentuan calon anggota terpilih DPRD tr adaiah herdasarkan

pengajuan oleh Pimpfuran Partai Politik Dat';'h tjnit ''!1 I

Berclasarkan DCT Darmilawati tsSc. dicalonktur oleh Penggugat

PAN dari wilayah Kecamatan Muara Bangl:;fttdu dan di Kscimatan

Muara Bangkahulu Kota Lru'si sebanyek 2(dua) kursi telah didudulii

oleh PDI Pe{uangan dan Partai Golkar, sedangkan sisa l(satu) L'utli

tambahan mtuk P,\N diperunrukau untuk Wila;rah Pemililul

Kscamatan Gading Cempaka dengan demikian penernpatan

flarmilawati BSc sebgar calon terpiiih untul; Kecamatan Gading

Cempaka sedangkan ia bukan dari Wilayah Kecamatan Gading

Cempaka mElainkan dari wilayah Kecarnatan Muara Bangkahulu,

n]'ata-n\jala adalah bertentangan dengm Pa-sal 4I ayat 6 c Lrndang

T-lndang No. 3 Tahun 1999 jo Kepurusan KPU Nomor 136 Tahun

1999.
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i3. Bahwa oleh karena surat Keputusan Nomor 390 tahun 1999 tefianggal

11 ,",6xtus 1999 tersebut bsrtsntangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlakq vide Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. I

tahun 1999jo Peraturan KPU No. 76A Tahun 1999jo Keputusan KPU

Nomor 136 Tahun 1999 dan Pasal 41 ayat I c Undang-Undang No., 3

I ahun 1999, maka surat Keputusan No. 390 Tahun 1999 tertanggal 19

Agustus 1999, khusus pada lampiran l(pertama) yang rnenempatkan

Darmilawati BSc. selaku calon terpilih adalah tidak syah dan haruslah

uluaat4lA4lr,

i i. l;Lwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kotamadya

Bengkrrlu telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :PAN/A/Kpts/K-

Sl24[X1'1999 tertanggal 22 September 1999 tentang penetapan anggota

Dewan Perwakilan Ralfat Bengkulu utusan Partai Amanat Nasional

yang pada pokoknya adalah mernbatalkan dan menarik kernbali

l)armilawati BSc dan untuk penggantinya meletal*an Penggugat

sebagai anggota Legeslatif dari asal daerah pemilihan Kecamatan

Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu.

l5.Bahwa Dewan Prmpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kotamady'a

Benglolu telah pula mengeluarkan surat Nomor : PAN/07.01/B/K-

S,'23'LX/1999 tertanggal 22 September 1999 yang ditujukan kepada

Tergugat I lang pada pokoknya agar Tergugat I mengubah/mengganti

Surat Keputusan yang dkeluarkannya. namun hmggga saat mr belum

terealisasikan ;

16. Bahwa Penggugat telah berusaha menoari penyelesaian masalah ini

dengan mengirim surat kepada para Tergugat akan tetapi sampai saat

ini tidali ada jawaban dan tanggapan dan Tergugat ;

17. Bahwa oleh karena jalan penyelesaian masalah yang Penggugat

tempuh tidak berhasil, sedanglian Surat Keputusan yang dikeluarkan
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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oleh para Tergugat tidak kunjung dirubaVdiganti maka tidak ada

pilihan lain bagi Penggugat untuk mencari penvelesaian masalah ini

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengliulu guna mendapatkan keadilan :

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Kefua

Pengadilan Tata Llsaha Negara Bengliulu untuk memedksa

perkara' sengketa ini dengan memanggil Penggugat dan para Tergugat

untuk m€nghadap dipersidangan pada wak-tu dan hari yang akan

ditetapkan kemudian dan memberikan kepunlsan sebagai berikut ;

1. lvlengabullian gUgatan Penggugat unfuk seluruhn]'a.

2. \{enyatakan batal dan tidak sah Surat Kepuntsan Gubemur

Kepala Daerah Tingkat I BengL-ulu No, 390 Tahun 1999

khusus dalam lampiran l(pefiama) pada Nomor urut 19 atas

nama Darmrlawati Rsc ;

3. lv{emerintal*an kepada para Tergugat untuk mencabut surat

Keputusan vang telah dilieluarkann-va dan menerbitlan surat

Keputusan yang baru serta meletakkan Penggugat pada nomor

urut 19 menggantikan Darmilawati BSc.

{ \ilembebankan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini

kepada para tergugat.

5. Atau jika Pengadilan berpendapat lain maka Pengugat mohon

pulusan yang seadil-adilnya.

-\Ienrmbang. bahrva pada hari yang telah ditentukan para pihak telah

datang menghadap dipersidangan ;

\lenirnbang. bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat

telah menvampaikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 28 Desember

1999. vang pada pokoknya adalah sebagai trerikut:

Tersusat L

Disclaimer
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I. DAL.rrlvI EKSEPSI I

1. Bahwa surat gugatan penggugat ini tidakjelas, rancu, campur aduli

karenanya obscuur libel.

lr.{engapa dikatakan dernikian karena :

Bahwa keputusaan yang digugat oleh Panggugat adalah

keputusan Panitia Pemilihan Daerah dari hasil Pemilihan Umum

vang memrrut Pasal 2 huruf g Ltndang-Undang No.5 tahun 1986

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara,

oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

sekarang ini tidak berwenang wrtuk mengadili dan memeriksa

penggugat-perkara ini ;

Bahwa para I'enggugat tidak berkwalita. r"Segai Pengguga!

sehab yang ada hubungan huhrm dengan kegiatan Komisi

Pemilihan Umum lndonesia/oanitia Pemilihan

Daerah adalah Organisasi Partai Politik yang ikut pemilihan

umum. Calon-calon anggota dewan diusulkan dari Partai Politik

yang besangkutan termasuli dari PAN Bengkulu. Oleh karena itu

jika ada keberatarukerugian seperli yang dihadapi oleh para

Penggugat secara pribadi sekarang ini seharusnya diselesaikan

rnelalur partai politrknl'a masing-ma,sing selanjutnya parlai

Politik itulah lang mengajulian klaim/keberatan terhadap Panitia

Pemilihan Daerah ataupun kepada Walikola maupun Gubernur

Kepala Daerah Propinsi Bengkulu atas kerugian yang dialami

calon dari partainya itu, termasuk mengajukan gugatan ke

Pengadilan J ala t-lsaha Negara jadi tidak dapat dan tidak relevan

para Penggugat langsung menggugat 
'Iergugat 

sekarang ini .

Dari apa 1'ang diurarkan diatas kami mohon agar majelis Hakim

D.
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mengeluarkan putusan sela terlebih dahulku sebelwn pokok pett'ra

diperiksa dengan mengadili :

- Menerirna alasan-alasan eksepsi tergugat Indonesia ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Membebankan biaya perkara kepacla Penggugat ;

tr. DAL.{M POKOK PERKARA :

l. Bahwa apabila \{ajelis Hakim berpendapat lain atas Eksepsi tersebut

diatas. maka dengan ini kami sampaikan jawaban atas pokok

perkara;

2. Bahwa jawaban dalam Eksepsi di atas juga merupakan jawaban atas

Pokok pekrara ini, karernnya dinyatakan terhung lagi selengkap'nya

disini :

3. Bahwa Tergugat I menerbitkan Keputusan No, 390 Tahun 1999

tanggal 19 Agusnls 1999 telah sesuai dengan prosedur

Hukum,{Peraturan Perundang-undangan yang berlaku' Menurut

Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999

tentang Petunjuk Pelaksnaan Tata cara Peresmian Keanggotaan

DPRIf hasil Pemilu di tetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri atas nama Kepala Negara bagi Anggota DPRD Propinsi dan

dengan Kerpufusan Gubernur Kepala Daerah atas nama Kepala

Negara bagi Anggota DPRD Kabupaten{Kota ;

4. Bahwa sesuai dengan mekanisme proses penyeleaian dan

penvampaian kelengliapan administrasi DPRD , mak'a dengan

acian-va pengajuan berkas yang disampaikan oleh Walikotamadya

Bengkulu sesuai dengan suntnya Nornor 901/Sospol'/V1V1999

tanggal 11 Agustus 1999 kepada Tergugat I, maka dengan

mepedomani Llndang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Keputusan

\Icnteri Dalam Neseri No. 59 fahun 1999. maka tidak ada alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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5.

6.

7.

Tergugat I unn* menolak mengeluarkan Keputusan meresmikan

calon-calon yang diusulkan tergryat tr sebagai Anggota DPRD

T:gl:at tr Bengkulu Periode 1999- 2oo4 ;

Bahwa jika ada kekeliruan dan perbaikan dalam berkas usulan

Tergugat tr, maka sesuai dengan mekanismenya berkas usularmya

tersebut diperbaiki dulu, tapi nyatanYa berkas usulan tsrgugat tr

untuk permohonan peresmian dan pemberhentian tersebut tidak

pemah ada perobahan ;

Bahwa begitu jug andaikata masih ada keberalan dan perbedaan

pendapat terhadap nama-nama calon terpilih yang ada dalam berkas

ususlan, tapi nyatanya tidak ada rekomendasi dari pihak yang

befitr'enang tentang hal itu yaitu Panwaslu tentang hal itu ;

Jadi sesuai dengan surat usulan Tergugat II tersebut secara

administrasi sudah sesuai mekanismenya maka tidali ada alasan

T ergugat Il unnrli tidak mengeluarkan atau mengajukan perubahan

atas nama-nama yang sudah ditetapkan sesuai dengan usulannya itu

dan terbitlah Keputusn Torgugat I Nomor 390 Tahm 1999 yang

sesuai berdasarkan ketentuan petaturan Perundang-undangan yang

berlaku sehrngga keputusan tersebut telah benar dan sah;

tsahwa jika agar keberatan dari anggota calon dari suahr partai ,maka

nama-narna tersebut harus diperjuangkan oleh masing-masing

partainya. ternasuk mengajukan gugatan ke Pengdilan Tata Usaha

Negara Rengliulu sekarang ini, sebab kegiatan Panitian Pemilihan

l)aerah adalah kegratan Pemilihan Umum yang diwakili poloh

Partai-Partai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 2

Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Partai

Politik dan Pcmilihan Umum .
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8. Bahwa adalah sangat ironis Penggugat rnongajukan gugatan seca.a

pribadi padahal induk organisasi partainya mengetahui tapi tidak

terjun langsung mempeduangkan dan mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebab bagaimana mugkin

Tergugat I akan memenuhi keinginan para Penggugat yang notabene

bukan urusan dan wewenang serta terkait dengan hgas Tergryat I

unttrli menyelesaikannya ;

9. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat monyelesaikan

persoalan tenebut dengan dan kepada Partai Partainya. Kernudian

Partai-Partainya memperjuangkan kepada Panitia Pemilihan daerah

untuk dijadikan calon terpilih. Karena itu adalah ti&k relevan kalau

ada keputusan seperttr yang digugat Penggugat pada hal keputusan

tersebut adalah kepuhrsan urusan PPD II yang salah satu anggotanya

adalah P.\N itu sendiri :

10. Bahwa ketentuan teknis Calon tetap yang telah ditenn*an Partai

untuk dijadikan anggota Dewan ditetapkan oleh PPD tr yang tidak

dapat dicampuri oleh Tergugat I, apalagi harus mengatur

menyrmpang dari apa yang telah ditetapkannya.

Bahrva dari apa yang telah diruaikan diatas, mtka Tergugat I menilai

gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak terbukti secara sah dan

menyakinlian, Oleh karena itu mohon kepada N,Iajelis Hakim yang

terhormat. untuk memeriksa perkara ini dengan mengadili .

1 . N{enerima Jawaban-jawaban Tergugat I ;

2. \{enolak gugatan Penggugat socara kcseluruhan atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggryat tidak dapat diterima;

-1. N{embebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

'I'ergugat 
1I.

EKSEPSI :
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Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili per*ara

ini, kalena Swat Terg4at II Nomotr 901/SospoWIIVl999 tanggal 11

,{gustus 1999 bukadah merupakan Keputusan lata Usaha Negara (vide

pasal 1 angkat 3 dn paal 2 hurusf c Undang-Llndang Nomor 5 Tahm 1986

)dengan demikian surat Tergugal II Nomor 9Ol/SospolB-WIV 1999 tarl.ggal

11 Agustus 1999 bukanlah merupakan objek gugtan Tata Usaha Negara .

POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap

telah termuat pula dalam pokok perkara ini ;

2. Dalil Penggugat pada angka 1.2.3.4.5.6.7.9.10.12.a.b.12.1.3.14.15.dan

17 tidak ada relevannya denggn Tergugat tr dengan demikian tidak perlu

Tergugat tr tanggapl .

3. Bahrva Dalil Penggugat pada angkat B yang menyatakan berdasarkan

Surat Keputusan PDP PAN Kota Benglulu Nomor

PANIA.KPTS,/K.5 I 62NWl 1999 tentang Penetapan Anggota L€gislatif

PAN untuk DPRD Kota Bengkulu temyata Ponggugat tidak

dikikuLsertakan sebagai pengertian bahwa Penggugat secara jelas telah

mengakai bahrva Saudara Ahmad Badawi Salluy,SE memang tidak

diikutsertakan sebagai calon terpilih dari intem PAN.

Jila dihaitkan dengan surat Walikotamadya Nomor

90li Sospol,'ts.V['1999 tanggal 1l Agustus 1999 perihal berkas Calon

terpilih Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat tr periode 1999 -

2004. vang ditujul,ian kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

BengLulu ( Tergugat I ) tidaklah dapat dikatakan bahwa beda.arkan

Surat Walikotamadya Nomot : 90l/SospoVB.VIIVf 999 yang

mengakibatkan Ahmad Badawi Sallqv, SE tidak diikutsertakan dalam

oalon terpilih Anggota DPRD Kotamad-va Bengkulu .
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I

Sehingga Tergugt II menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah keliru

mengartikan Surat Waliliotamad,va Nomor 901/Sospol'ts'V1V1999

dengan benar dan baik.sesuai dengan anglia 3 huruf a point I Lampiran

lflstruksi Mentsri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999 rlllrgg l 2

Agustus 1999.

Tindakan Tergugat tr mengeluarkan Surat Nomor

90llSospo[iR.Vltr.1999 tanggat 11 Agustus 1999 tidak termasuk dalam

pengertian Keputusan Tata tlsaha Negara karena tidak memenuhi unsru

Kepuhrsan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal I ang|<a 3

dan pasal 2 huruf c Lrndang-Undang No 5 Tahun 1986

Hal ini diperkuat pula dengan Keputusan Presiden R'l' No' 76 Tahun

1999 Pasal 15 (3) Pasal 16 (2) vang menjelaskan bahwa keanggotaan

DPRD tr cliteliti oleh tim Penggugat peneliti yang ditetapkan oleh

Gubemur .

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 1l adalah keliru'

tidak jelas bahwa Teruggat I mengeluarkan Swat Keputusan Nomor 930

Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkalan dan Peresmian

Pemberhentian Keanggotan DPRD tr Kota Bengkulu tidak berdasar

kepada Surat Tergugat II Nomor 901/SospoVB'\4tr'/1999 melainkan

berdasarkan hasil PPD tr karena sesuai dengan :

4.1. Lampiran Instruksi Menteri Dalam l'iegeri Nomor 26 Tahun 1999

angka 3 huruf a point 1 bahwa tergugat tr hanya merupakan berkas

.{.dministrasi Anggota DPRD II yang terpilih dan yang

ciisampaikan oleh PPD tr kepada Tergugat II dari unsur TNI

Propinsi untuk diteruskan kepada Gubernur' Dengan demikian

Tergugat tr tidak berwenang meneliti' menseleksi apa yang telah

diouruskan PPD tr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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4.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu antara lain

mengatalian :

a. Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi

Penilihm Umum yang bsbas dan mandiri (Pasal 8 ayat 1).

b. Sebagai Pelaksana KPU dalam menyelenggarakan Psmilu

dibentuk

- PPI yang salah satu tugas dan wewenangnya menetapkan

nama-nama calon DPRD (Pasai 13 huruf b).

- PPD I yang salah satu tl€a3 dan wewanangnya

menetapkan niuna-nama calon anggota DPRD I (Pasal 15

huruf b) .

- PPD II -vang salah satu tugas dan wewenangnya

menentapkan narna-nama calon DPRD tr ( Pasal 17 huruf

n ) :

5. Bahrva yang telah dijelaskan Penggugat pada point angka 16 dengan

Suratn a Nomor : PA1.ii07.01.K.S123,{LrU1999 tanggal22 Oktober 1999

perihal mohon peninjauan kembali Surat Kuasa Gubemur Nomor 390

'l 
ahun 1999 tentang Anggota DPRD II Kodya Bengkulu atas nama

I)armrlawati BSc dad PAN Ko{'a Bengkulq hal ini tidak perlu kami

tanggapi karena telah diterangkan dan terjawab pada jawaban kami point

-l dan .1.

Rcrdasarkan uraian diatas bersama ini tergugat minta dengan hormat

kcpada \4ajelis llakim yang memeriksa putusan sebagai berikut :

l)alam Eksegsi ;

\{enerima eksepsi Iergpgat untuk seluruhnya.

Dalaar P_o.ksk Pqt:\ap :

1. \{enolak gugatan Penggugat untuk s€luruhnya ;

2. \lenghuliurn Penggugat untuk membayar onglos perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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\lenimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebu! penggugat telah

mengajukan repliknl a terlanggal 21 Februari 2000 yang pada pokoknya

tqtap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah pula

mengajukan dupliknya pada tangal 28 Febnrari 2000, yang untuk

mempe.singkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini.

akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

IVlenimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajulian alat-alat

bukti berupa foto copy surat-surat yang masing-masing telah dirneteraikan

dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan

alat bukti vane syah dalam perkara ini :

Bulli dari Penggugat :

l. P- I : Foto copy Kaltu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota

Partai Amanat Nasioanl Kodya Bengkulu atas nama

,A,hmad Badaawi Salluv,SE ( sesuai dengan aslinya ) ;

2. P- 2 : Foto cop]' surar Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional No.PAN,,ts.K-Si 55,1/IU1999 ranggal 12

Agustus 1999 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Daerah

II Kodya Bengkulu perihal Pemberitahuan dan Penegasan

Kembali SK DPP PAN Nomor.PANlA/Kps/KU-

S-ii 135,rI1,'1999 ( sesuai dengan aslinva ):

-1. P- .l : Foto copy Sural Dervan Pimpinan hrsat Partai Amanat

Nasional No.pANiA,{1.,-WSJl299NIlJt1999 tanggal 9

Agusn$ 1999 ditujukan kepada Saudaraku Ketua DpD

PAN Kotamadya Bengliulu prihal Penegasan Surat Kuasa

DPP PAN No.PAN/A{KPSAIU-SJ/I35/IL/1999 ( sesuai

dengan aslinya ) ;

-1. P- 4 Foto copy Surat Kepuhrsan Dewan Pimpinan pusat partai

Amanat Nasional Nomor PANidKotstKLr-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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) .  r - )

(:. P- 6

7 .  P-1

8 .  P -8

SJll3smil999 tanggal 12 Februari 1999( sesuai dengan

aslinya);

Foto copy Surat Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional Bengkulu No.PAN/07.01i WK-5/61fvllll 999

tanggal 14 Agustus 1999 ditujukan kepada Gubernur

KDH Tk.I Bengkulu Cq Biro Pemerintahan Pemda Tk.I

Bengkulu perihal N{ohon Penundaan Penetapan dan

Pelanlilian Anggota L€gislatif PAN Kodya Bengkulu (

lidak ada aslinva );

Foto copy Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umyum

1999 Daerah Tingkat I Bengkulu Nbo.54/PANWAS

L'BKL'VIII'1999 tanggal 20 Agustus 1999 yang

ditujukan kepada Ketua Tim Verifikasi.rKepala Direktorat

Sosial Politik Pemda Tk.l Bengliulu perihal mohon saran

tentang pemutsalahan Calon Anggota DPRD tr Kodya

dan Rejang l-ebong ( tidak ada aslinya );

Foto copy daftar calon letap Pemilian Umum 1999

Anggota Dewan Perwakilan Rallyat Daerah Tk.tr Tahun

1999 Daerah Pemilihan Kotamadya Bengkulu yang

ditrieluarkan oleh PPD tr Kotamad-va Bengkulu tangg.rl 23

N{ei 1999;

Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah

Kotamad"va Daerah Tingkat tr Bengkulu No. 160 Tahun

1999 tanggal 15 Juni1999 ( tidak ada aslinya );

FoIo oopy Sural Keputusan Panitia Pemilihan Daerah

Kotamadva Daerah Tingkat tr Bengkulu No. 179 Tahun

1999 tanggal 24 Juli 1999 tentang Penetapan perolehan

kursi Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tinekat tr

9 .  P -9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10

;"',€i."i",,.ihrli masing-masing Partai Politik penerta

Pemilu 1999 berikut daftar lampirannya ( tidak ada

aslirya ) ;

Foto copy Surat Kepuhrsan Dewan Pimpinan Daerah

Patai Amanat Nasional Bengkulu No.PAN/.dlKpts{K-

5/62NW.11999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang

Penetapan Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional

untuk DPRD tr Kodya Bengkulu (sesuai dengan aslinya) ;

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional I3engkulu No. PAN,E^i-S/59/"\41I19999

tanggal 13 ,A.gusfus 1999 ditujukan kepada Panitia

Pemilihan Daerah II Kodya bengl'dq perihal Sanggahan

atas SK Penentapan Anggota kgislat'rf PAB untuk

DPRD II Kodya BengL'ulu/Pen€gasan Nomor :

P.{N107.01iK-WSl065NIlIll999 ( tidak ada aslinya ) ;

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional Bengkulu NoPANIB/SEIO5SNIII) 1999 tangal

l lAgusrus 1999, ditujukan kepada Gubemur KDH Tk.I

Bengkulu Cq Karo Pernerintahan Pemda Tk.I Bengkulu

perihal a. Penegasan SK DPP PAN No.

PANi.d'Kptsl,t(U-SJ/135/u-1999. b. Pembatalan Surat

Kuasa DPD PAN Kodya Bengl'-ulu No- PANIA/KPts/K-

5/(rZVIIl'1999 ( tidak ada aslinya ) ;

Foto cop-v Surat Kuasa Gubemur Kepala Daerah Tingkat

I Bengkulu No. 390 lahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999

tentang Peresmian Pengangkatan dan Persermian

Pemberhentian Keanggoataan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kolamadya Daerah Tingtriat tr Bengkulu berikut

72. P-12

11 .  P- l1

t3 .  P- l3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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l + . P-1.1

15 . P- 15

daftar lampirannya ( tidak ada aslinya ) ;

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat

Nasional No. PANIBIK-WSJ1540IDVI999 tanggal ll

September 1999 ditujukan kepada Saudaraku Kenra PPD

II Kotamadya Benglidu perihal penempatan Calon

terpilih ( sesuai dengan a.slinya ) ;

Foto copy Surat K€putusan Dewan Pimpinan Daerah

Partai Amanat Nasional Bengkulu No. PANAA,{KptslK-

S!2411X.1999 tanggal 22 September 1999 tentang

Penempatan Anggota Dewan Perwaikilan Ralryat DPRD

Tli.tr Kotamdaya BengLllu utusan Partai Amanat

Nasional berikrt lampirannnva ( tidak ada aslinya ) ;

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional Bengkulu No. PAN/07.0lt?,lK.Sl23lD{Jl999

tanggal 22 September 1999 ditu-iukan kepada Gubernur

Kepala Daerah T k.I Propinsi Bengkulu hal mohon

Peninjauan dan Pembetulan kembali SK Gubemur No.

-190 Tahun 1999 tentang Anggota DPRD tr Kodya

Bengkulu atns nama Sdr Darmilawati BSc dari PAN

Kodya Bengkulu ( tidak ada aslinya ) ;

Foto copy Peraturan Komisi Psmilihan Umum No. 76 A

Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang tatacara

Pcnegasan Calon terpilih Anggota Dewan Pemakilan

Ra\'at , Dewan Perwakilan Rakaat Daerah Tingkat ! dan

f)ewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat tr ( tidak ada

aslinya ) ;

Foto copy Surat Kepurusan Komisi Pemilihan Umum No.

136 Tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Petunjuk

16 ,  P -16

17.  P- I7

i8 . P-18

Disclaimer
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19.

Pelaksana Penentuan calon terpilih Anggota Dewan

Perwaikilan RalaalDewan Perwakilan Rakfat Daerah

Tingkat I dan Dewan Peflvakilan Rakyat Daerah Tingkat

II Pemilihan Umum Tahun 1999 ( tidak ada aslinya ) ;

P- l 9 : Surat Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

No.PAN/A"1K-WSJ i 17 411-\'l / 1999 tanryal 6 April 1 999

vang ditujukan kepada DPW-DPW dan DPD-DPD Partai

Amanat Nasional diseluruh Indonesia perihal Caleg

DPRD tr apakah harus berasal dari Kecamatan dia

dicalonkan ? Apakah lmpliliasi bagi Konsolidasi

organisasi dan Pemenangan Pemilu ? ( sesuai dengan

aslinya ) I

P-20 : Foto copl' Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah

Kotamadya Daerah Tingliat tr Bengkulu Nomor : 219

Tahun t999 tanggal 11 Agustus 1999 berikut

lampirarurl a ( sesuai dengan aslinya ) ;

Bukti dari pada Tergugat :

'1 
elgugat I :

l.l-1 : Folo c<.rpv Undang-Llndang No. 5 Tahun 1986

Peradiian Tata Usaha Negara .

T.I-l : Foto copy lJndang-Undang No.2 Tahun 1999

tentang

tentang

Pafai Polirik:

T.I-3 : Foto copl' Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang

Pemilihan Umum ;

T.I-4 : Foto copy Surat Kepun$an Presiden R.L No. 76 Tahun

1999 tanggal 9 Juli 1999 tentang Tata cara Pencalonan

Anggota DRPR DPRD Tk.I(Propinsi),DPRD Tk.tr

(Kabupaten4(ota) dan Angkatan Bersenjata R.I. sesuai

20.

1 .

,|

.1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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5. T.r-5

6. T.I-6

7. T.r-7

8. 1.I-8

dengan aslinya ) ;

: Foto copy kntruksi Menteri Dalam N'egeri No. 26 Tahun

1999 tanggd 2 .{gustus 1999 tentang petunjuli

Pelaksanaan Tata Cara peresmian Keangotaan dan

Pimpinan DPRD ( sesuai dengan aslinya ) ;

: Foto copy Peraturan Komisi pemilihan Llmum Nomor 76

A Tahun 1999 tanggal l0 Mei 1999 renrang Tata Cara

Pengesahan calon terpilih Anggota Dp& DPRD Tk.I dan

DPRD Tk.tr ( sesuai dengan aslinya ) I

: Foto copy Sural dari Departemen Dalam Negeri R.I. No.

188.52,/3036iPUOD ranggal 6 Okober 7999 yang

ditujukan kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I

Jax'a Tengah perihal tanggal dan penjelasan ( sesuai

dengan aslinya ) ;

Foto copy Berita Acara hasil penelitian Tim Verfikasi

hngkat Daerah propirsi Bengkulu No.

270/l99lSospoV 1999 tanggal t8 Agustus 1999 ( sesuai

dengan aslinya ):

Tergugat II :

1. T.tr- 1 : Foto Copy Undang-Undang No.3 Tahun t999 tentane

Pemilihan Umum ( sesrrai dengan aslinya ) .

2. T.n-2 : Foto copy Surat Keputusan presiden R.L No. 76 tangal9

Juli 1999 beril-ut lampiran-lampiranya ( sesuai dengan

aslinya ) :

: Foto Clopv Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun

1999 tanggal 2 Agusrus 1999 tentar€ petuqiuk

Pelaksanaan Tata Cara peresmian Keanggotaan dan

l. T.tr-3
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4. T.tr-4

Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah ( sesuai

dengan aslinya ) ;

: Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

No. 136 Tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon terpilih Anggota

DPR, DPRD Tk.l dan DPRD Tk.II Pemilihan Umum

Tahun 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;

: Foto Copy Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tk.tr

Bengkulu No.90l/SospoWIIVl99g t^llrggt 11 Agustus

1999 ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I

Bengllrlu perihal Bertas Calon terpilih Anggota DPRD

Kotamadya Daorah Tingkat tr Bengkulu periode 1999-

2004 ( sesuai dengan aslinya ) ;

5. T.tr-5

N'Ienimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

saksi-saksi dari Penggugat masing-masing memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai beriLut :

l. If,M4D NI4RISM4ILJBA, yang menerangkan sebagai berkut :

- bahrva salsi adalah Ketua Umum DpD PAn berdasarkan SK dari

DPP PAN Jakarta ;

- Bahwa Penggugat ( Ahmad Badawi Salluy, SE ) adalah Sekretaris

DPP PAN Bengkulu, sebagai anggota DPRD Tingkat tr Bengkulu

yaitu calon dari Kecamatan Gading Cempaka dengan Nomor

Uru t3 ;

- Bahwa PAN di DPR Tingkat tr Bengkulu mendapatkan 4 kursi, yaitu

dari Kecamatan Gading Cempalia 3 Kuni dan Teluk Sagara I Kursi ;

- bahwa calon tetap unhrk DPRD Tingkat tr Bengh-ulu adalah:

1). Ismadaniar,BA, 2). Hj Asmiar Amir, dan 3). Ahmad Badawi

Salluy, SE Nomor urut I sampai dengan 3 di Kecamatan Cernpaka;

Disclaimer
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- Bahwa yang bemama Darmilawarti.Bsc adalah atas usulan dari

Ahmad Kanedy dari DPW PAN ;

- Bahwa sesuai dengan aturan dari Partai setiap Keputusan harus

diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekreteris tsrnyata

usulan Darmnilawati BSc, untuk caleg di DPRD Tingkat il

Bengkulu hanya ditanda tangani oleh Seketaris ( Ahmad

Kanedy, SH ) sehingga usulan tersebut tidak sah.

- Bahwa saya dan Penggugat diberhentikan dari DPD PAN oleh DPW

PAN, namun Surat dari DPW mauprur surat dari DPP PAN sampai

sekarang tidak ada kami lerima ;

- Bahwa atas tindakan DPW PAN telah kami teruskan kepada

Gubernur Propirsi BengLtlu dan usulan Caleg dari DPP PAN

Bengknlu telah kami serahkan, temyata tidak ada anggapnt

sehingga akhimya Penggugat menggqat melalui Pengadilan Tata

Llsaha Negara Benglulu ;

Dn BAHBEL MSI, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PAN Kecamatan Selebar dan

anggota Litbang DPW PAN Bengkulu ;

- Bahwa disebabkan adanya kemelut di DPD PAN Kodya Bengkulu,

malia kepengurusan diambil alih oleh DPW Propinsi Tingkat I

Bengkulu serta menonaktifkan sementara anggota pengurus sambil

menunggu S K dari DPP PAN di Jakarta ;

- Bahwa PD PAN Kodya Bengkulu adalah Ismanidar Ismail BA

sebagai Ketua dan Ahmad Badarui Salluy' SE sebagai Seklretaris ;

- Bahwa yang mengusulkan Darmilawati BSc unhrk duduk sebagai

Caleg di DPRD Tingkat tr Kodya Benglulq adalah Pe{abat

sementara DPD PAN ( Achmad Kanedy,S$ yang juCa merangkap

sebagai Seketaris DPW PAN Propinsi Bengkulu ;
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- Bahwa Darmilawati,BSc adalah Daftar Calon tetap anggota

Legislatif dari Kecamatan Muara Bangkahulu , akan tetapi PAN dari

Muara Bangkahulu tidak ada memperoleh satu kursipun ;

- Bahwa PAN Kodya Bengkulu" hanya memperoleh 4 kuni ( 3 kursi

dari Kecamatan Gading Cempaka dan I kursi dari Kecamatan Teluk

Sagara ) ;

- Bahwa sampai sekarang surat Keputusan Pemberhentian baik

sebagai Pengurus ataupun sebagai anggota dari DPP PAN Jakarta

atas nama Ismadanir Isrnail,BA dan Ahmad Badawi Salltry,SE DPD

PAN Kodya Bengkulu tidak ada ;

N{enimbang, bahwa Para Tergugat atas kesempatan yang

diberikan oleh Majelis, tidali mengajukan saksisaksi dalam sengketa ini;

Menirnbang bahwa pihak ketiga atas saran dari Majelis Ffukim

mengajukan permohonan lntervensi pada tanggal l SApril 2000 untuk

manbela hak dan kepentingarmya. Adapun alasan-alasan permohonan

Inten'ensinya telsebut adalah sebagai berif,:ut :

1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan adalah

keputusan Gubernw Kepala daerah Tingkat I BengLtlu No. 390

tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang peisetu;uan

pengangkatan dan peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPR

l)aerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu beserta

lampirannya I

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mempemasalahkan

keberadaan Pemohon yang namanya tercantum pada No ruut 19

Lampiran Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I

Benghrlu No. 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agwnu 1999 yang

menjadi objek sengketa. Dari fakla ini bahwa Pemohon mempunyai
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kepentingan hukum yang ada hubugamya dengan pokok s€ngketa

yang sedang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat .

3. Bahwa guna membela dan memepertahankan hak dan kepentingan

sendiri, agar jangan sampai dinrgikan oleh Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara yang sedang be{alan dengan ini Pemohon

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara unhrk ikut serta dalam proses pemeriksaan Sengketa Tata

Usaha Negara yang sedang beqialan.

4. Bahwa guna mernpeertahankan atau membela hak dan kepentingan

sendin. dengan ini kami sampaikan dalil-dalil sebagai beril,.-ut :

DA[,A]\,{ EKSEPSI

1. Bahlva Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak benvenang

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai

berif,-ut:

b.

Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.4

tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MP& DPR dan

DPRD yang berbubnyi " keanggotaan DPRD Tk.tr diresmikan

secara Administratif dengan Keputusan Gubemu atas nama

Presiden sebagai Kepaia Negara ".

Bahrva Presiden sebagai Kepala Negara adalah bukan Pejabat

Tata Usaha Negara Bahwa dapat dikatakan Pejabat Tata

Llsaha Negara apabila Presiden sebagaiu Kepala Pemerintalnn

(eksekut0.

Pasal 2 huruf gqatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi surat tidali

termasuL dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

"Keputusan Panitia Pemiliharl baik dipusat maupun di daeralq

mengenai hasil Pemilihan Umum "
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Bahwa Pernohon duduk sebagai anggota DPRD Tktr Kota

Bengliulu adalah hasil Pemilihan Umum sebagaimana

dimaksud Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahu 1999

olsh karena itu Putusan Gubemru Kepala Daerah Tingkat I

Propinsi Benglulu No. 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agusuts

1999 bukan objek Tata Usaha Negara .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap @CT) anggota

legislatif Tingkat tr Kota Bengkulq Pernohon menduduki

Nomor urut 01 (sanr) dalam wilayah Kecarnatan Muara

Bangkahulu .

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Amanat

Nasional Kota Bengkulu No. PAN/A/Kpts,{(-

5l62tv uu-1999 tentang Penetapan Anggota L€gislatif PAN

untuk DPRD tr Kota Bengkulu Pernohon ditetapkan

sebagai calon terpilih . Selanjutnya SK DPD PAN Kota

Bengkulu tersebut disampaikan secara be{en-lang Kepada

walikota Bengkulu, Kepada Gubernur KDH Tk.I BengMu

dan seterusnya yang pada akhimya diterbitkan Surat

Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bengkulu No. 390 tahun

1999 tanggal 19 Agustus 1999.

3. Bahwa keberadaan Pemohon seb€ai Anggota legislatif

DPRD tr Kota Bengkulu telah melalui prosedur mekarrisme

organisasi PAli yang didalam mengambil suatu

kebi.iaksanaan selalu berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang ada, dan disamping itu pula

sebagai organisasi politik PAN mernpmyai F{ak otonorn

untuk mengambil suatu keputusan sepanjang menyangkut
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masalah intefn partai seperti menetapkan Pemohon sebagi

calon lerpilih unn* mengisi kursi tambahan sebagai

realisasi dari sisa suara sebanyak 2003 suara .Prosedure ini

akan dijelaskan oleh saksi didepan persidangan nanti.

4. Oleh karena satu kursi ini yang merupakan kursi tambahar\

realisasi dari sisa suara sebanyak 2003 suar4 maka tidak

mutlak harus diduduki oleh Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan pasal 69 ryat 2 Undang'Undang R.I'

No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi

"Penentuan calon terpilih atas k-ursi sisa te$ebut

merupakan wewerumg pirnpinan Pusat Partai Politik peserta

Pemilihan lJmum vang bersangkutan ".

6. Bahwa terpilihnya Pemohon sebagai calon terpilih dan

tidak diikut sertakannya Penggugat sebagai calon terpilih

adalah kebijaksanaan otonom partai, Bila Penggugat

merasa dirugikan oleh kebjaksanaan yang diambil oleh

panai, maka selayaknya Penggugt mengajulan gugatan

kepada partai melalui Pengadilan Negeri sebagai sengketa

Perdata untuk memperoleh ganti rugl moril dan immateriil

yang diderita Penggugat.

Berdasarkan alasan-ala,san terseubt diatas, Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara supaya dapat

menerima permohonan kami" dengan memutuskan :

DAL,{M EKSEPSI

h{enerima Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya '

DALA-N{ POKOK PERKARA :

1. Ivlenyatakan menerima permohonan intervensi Pemohon

dalam suatu Putusan sela :
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Menolak gugatan Penggugat rmtuk selunrhnya ;

Menghukum Penggugat rurtuk membayar ongkos perkara ;

Menirnbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut pihali

Penggugat telah menyerahkan tanggapannya pada tanggao 24 April 2000

dan para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat tr, mastng-masing

tertanggal 24 Apnl 2000 dan rmnrli mempersingkat putusan ini tidak

dimasukkan dalam uraian putusan" akan tetapi tetap dianggap merupakan

bagan dari putusan ini ;

lr.Ienimbang. bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan

dan prhak Penggugat dan Para Tergugaq Majelis Hakim telah

mongeluarkan penetapan No. 14/G,tren/PTtN-BKU 1999 tanggal 06 Mei

2000 yang pada pokoknya menerima permohonan Intervensi tersebut

dalam sengketa a quo dengan menyebutnya sebagai Pwenggugat

lnterventie ;

Menimbang. Bahwa Penggugat Interventio, atas kesernpatan yang

diberikan oleh Majelis Hakinr- Penggugat lnterventie telah mengajukan

replik atas tanggapan yang diberikan oleh Penggugat nurupun para

Tergugat dan Penggugat lnterventie tetap sebagaimana 1'ang disebutkan

pada Permohonan Interventie tersebut ;

N{enimbang bahwa Penggugat Interventie telah mengjukan alat-

alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan dengan

cukup dan telah dicocokan dengan aslinya berupa :

1. PInt- I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

136 Tahrm 1999 taneeal 20 Juti 1999 tentang

Penrnjuk Pelaksanaan Penenhran Calon Terpilih

Anggota Dewan Perruakilan Rakyat Dewan

Perwakilan Rakvat Daerah Tingltat I, dan Dewan

J .
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4. Plnt-4 :

2. PInt-2

3. Phrt-3

5. Plnt-s

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat tr Pemilihan

Umum tahun 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;

Sruat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional Bengkulu Nomor : PAN/0?.011K-

WS/065rVItr/1999 tan€fLal 12 Agustus 1999 ditujukan

kepada Panitia Pemililun Daerah Tingkat tr

Kotamadya Bengkulu hal penegasan terhadap caleg

terpilih Partai Amanat Nasional untuk DPRD tr

Kotamadya Bengkulu ( sesuai dengan aslinya ) ;

Notulen Rapat Pleno Harian DPD PAN Kodya plus

tanggal 2l Juni 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;

Sural Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat

Nasional Bengkulu No. PAN/0?.0./K-S17 6NIW 1999

tanggal 13 Agustus 1999 ditujukan kepada Panilia

Pemilihan Daerah Dati tr Kotamadya Bengkulu hal

peneg,rsan calon terpilih DPRD tr Kotamadya

Bengla*lu dan Penegasan Surat DPD PAN Kodya

Bengkulu ( sesuai dengan aslinya ) ;

Sruat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amarnt

Nasional Bengkulu No. PAN/076.01/I(-

S/78nrIIy1999 tanggal 14 Agustus 1999 ditujukan

kepada Panitia Pemilihan Daerah Dati tr Kodya

Bengkulu hal penjela'san dan penegasan pengisian

Kursi tambahan L-aleg terpilih PAN ( sesuai dengan

aslinya ) I

Berita Acara Rapat Pleno DPW PAN Kotamdaya

Bengliulu tange4l 27 Mei 1999 No'

PAN,'07.'S./093A'/1999 ( sesuai dengan aslinya );

6. PInt-6
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7 . Plnl-7 : Surat Dewan Pirnpinan Wilayah Partai Amanat

Nasional Bengkulu No. PANi07/K-S/58/VIy1999

tanggal 29 Juli 1999 ditujukan kepada KU

Pengurusan DPD PAN se Propinsi Bengkulu hal

Pedoman Penenhun Calon DPRD I dan DPRD tr

Propinsi Bengkulu ( sesuai dengan aslinya );

8. PInt-8 : Surat Pimoinan Pusat Partai Amanat Nasional

No.PASN/A/K-WSJi32I/V[/1999 tanggal 25

Agustus 1999 ditujukan kepada Ketua DPW PAN

Bengkuiu perihal Penentuan Calon terpilih ( sesuai

dengan aslinya ) ;

9. Plnt-g : Berita Aoara No. PANl07lSll22fIXll999 tangg:d 29

September 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;

Nlenimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterang4n

saksi saksi dari Penggugar Interventie, masing-masing telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. D.{BI4AN, yang memberikan keterangan sebaeai berikut :

- Bahwa dari rapat di Hotel Andalas Bengkulu terdapat kesepakatan

usul dari daerah-daerah dalam menlusun nomor urut Caleg adalah

anggota PAN yang berpotensi tinggi yang punya Integeritas dan

Loyalitas terhadap Partar ;

- Bahwa dari hasil rapat Pleno tersebut nama Darmilawati BSc,

tercantum nomor urul oerkma dari daerah Kecamatan Muara

Bangkahulu ;

- Bahwa PAN untuk Kotnadya BengMu caleg rmtuk DPRD tingkat

tr Bengliulu mendapat 3 kursi, yaitu Kecamtan Gading Cempaka 2

kwsi dan Kecamatan T'eluk Sesara 1 kusi:
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3.

Bahwa unnrk sisa suara PAN Kodya Bengkulu memperoleh I kursi

dan itulah yang diberikan kepada Darmilawati BSc yang

merupakan sisa suara yang terbanyak dari Kecamatan Muara

Bangkahulu ;

Bahwa yang berwenang untuk menunjuk duduk di DPRD Tingkat

tr adalah Dewan Penguruas Daerah (DPD) berdasarkan hasil rapat

pleno ;

Bahwa rapat pleno terakhir PAN Kotamdya Bengkulu yang

dicalonkan untuk msn-iadi anggota lrgislatif di DPRD Kotamadya

Bengkulu adalah Imsadanir Ismail Bd Syamsul Hadi, Hj Asniar

Amir dan Darmilawati,B Sc :

Hf .10l{La&AMI& menerangkan seagai berikut :

Bahwa saksi adalah termasuk sebagai Pengurus di DPD PAN

'I'ingkat tr Kotamadv'a Bengkulu yakni Wakil Ketua DPD ,

Bahwa berdasarkan hasil rapat rmnrk caleg diserahkan kepada

Partai ;

- Bahwa hasil musyawarah dari DPD PAN maka ditunjuk

Darmilawati BSc untuk caleg di DPRD Tingkat tr Kotamadya

Bangliulu ;

- Bahwa yang menjadi alasan didalam rapat ditunjuk

Darmilawati,BSc adalah karona perjuangan dan

pengorbanannya didalam Partai ;

P4IRICEI(IO_e4PEL-L.!$_tlMenerangkansebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat Ahmad Badawi Salluy, SE adalah dicalonkan

dari PAN di Kecamatan Gading Cempaka dan Darmilawati

BSc dicalonlian dari Kecamatan Muara Banel€hulu:
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Bahwa DarmilawadBSc ditunjuk unnrk calog di DPRD Kodl'a

Bengtiulu berdasarkan pertimbangan dari Partal atas I-oyalitas

terhadap Partai serta Kredibilitasnya ;

Bahwa kepengrnusan DPD PAN Tingkat tr Bengkulu diambil

alih langsung oleh DPW PAN Tingkat I Propinsi Bengkulu,

oleh karena didalam tubuh DPD PAN Kodya Bengkulu timbul

kemelut sehingga DPC-DPC mengadakan tuntutan dan demi

kepentingan Partai maka kepengtrusan DPD PAN Tingkat tr

Bengli.ulu di non aktilkan lalu kepengurusan diambil alih oleh

DPW PAN Tingkat I Propinsi Benglatlu ;

Bahwa yang berwenang untuk mengangkat dan

memberhentikan Ketua dan Seketaris adalah DPP PAN di

Jakarta ;

N{enimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah

mcnyerahkan kesimpularurya masing-masing Penggugat dan Penggugat

Intervensi tanggal 7 Agustus 2000, Tergugat I tertanggal 10 Agustus

2000, Tergugat tr tertanggal Agustus 2000, sedangl'"an Tergugat m tidak

ada menyerahkan Kesimpulannya dan selama persidangan berlangsuttg'

han-va hadh sekali ;

Menimbang bahwa para pihak yang bersangkutan tidak

mengajukan apa-apa lagi dalam porkara ini dan selanjutnya memohon

putusan :

N{enimbang bahwa segala sosuatu yang te{adi didalam

persidangan ditunjukkan dalam Berita Acara persidangan dalam perkara

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari punuan ini ;

TENTANG PER'TIMBANGAN HUKUM

DALA]T4 EKSEPSI :
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Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut di

atas i

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I

dan Tergugat II serta Penggugat Interventie telah mongajukan

Eksepsinya sebagai berikut :

I. Bahwa gugatan Penggugat , tidak jelas, rancu c:tmpur aduk karena

iru jelas obscuur Libel ;

il. Kopuhrsan yang digugat oleh Pengugat adalah keputusan Panitia

Pemilihan Daerah dari hasil Pemilihan Umum yang menurut Pasal

2 huruf g Undang-Undang No.5 tahun 1986 tidak termasuk dalam

penge rtian Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sekarang ini tidak

berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini ;

III. Bahwa Pengugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat sobab yang

ada hubungasn hukum dengan kegatan KPU Indonesia/Panitia

Pemilihan daerah adalah organisasi Partai Politik yang ikut

Pemilihan Umum I

Calon-calon angota Dewan diusulkan dari Partai Politik yang

bersangkutan termasuk dari PAN Bengkulq oleh karena ihr jika

ada keberatan{Kerugian sepeni yang dihadapi oleh para Pengugat

secara pribadi sekarang ini sehanrsnya diselesaikan melalui Partai

Politiknv4 yang mengajukan klaimlkeberatan terhadap DPD

ataupun kepada Walikota maupun Gubemur Kepala Daerah

Propinsi Bengkulu atas kerugian yang dialaminya calon dari

Partainya iq termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Llsaha Negara ;

IV. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili

perkara ini litis karena surat Tergryat I No.901/SospoVVfi/999
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trnggal ll Agustus 1999 bukanlah merupakan puhsan Tata Usaha

Negara sebagaimana yang tersebut dalam Pasal I butir 3 dan Pasal

2 huruf c dari Undang-Undang No. 5 tahun 1986 karena surat

Tergugat No.90l/SospoWltrtt999 tangial I I Agustus 1999

bukan objek gugatan Tata Usaha Negara ;

V. Bahwa Pasal 26 ryat 3 tJndng-Undang No.4 tahm 1999 tentang

susuan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD berbunyi "

Keanggotan DPRD Tingkat II diresmikan secara Administratif

dengan kepuhxan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala

Negara" Presiden sebagai Kepala Negara adalah bukan Pejabat

Tata Usaha Negara dapat dikatakan Pejabat Tala Usaha Negar4

apabila Presiden sotlagai Kepala Pemerintalun ( Eksekuttf );

\{enimbang, bahwa terhadap eksepsi, Majelis berpendapat

bukanlah eksepsi kewenangan mengadili tapi merupakan eksepsi lain-

lain diluar eksepsi Absolut maupun Eksepsi Relati{ karena itu

dipertimbangkan bersama sama dengan putusan mengenai pokok

perkara :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi dari Tergugat I,

Tergugat tr dan Penggugat lnterventie tersebut Majelis Flakim

berpendapat sebagai berikut:

I. Tentang gugatan Penggugat rancq tidak jelas dan campur aduk,

karena itu abscuur Libel.

- bahwa surat gugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

dalam garis besamya harus memuat :

- Identitas para pihak ;

- Dasar dan alasan-alasan gugatan;

- Tuntutan dalam gugatan ;

- Penutup;
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- Bahwa ternyata keempat hal tersebut diatas telah terpenuhi ddarn

surat gugatan yang diajukan oleh Pengguga! identitas para pihak

sudah lengkap, dasar dan alasan gugatan sudah dipenuhi atas atas

pasal 56(1) c dan Pasal 53 (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986,

begrtu juga dalam gugatan (petitum) sudah jelas dan dalam

Penutup surat gugatan telah ditanda tangani secara jelas oleh kuasa

Hukum Penggugat sesuai dengan bunl pasal 56 ayat 2 Undang-

Llndang No. 5 Tahun 1986;

Ivlenimbang oleh karena itu maka Eksepsi I dari Tergugat

dinyatakan ditolak ;

II. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkuilu tidak berwenang

unruk memeriksa dan mengadili perkara in litis, karena merupakan

Keputusan Panitia Pemilihan Daerah dari hasil Pernilihan Umum

sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 butir g Undang-Undang No 5

Tahun 1986 disebutkan Keputusan Panitia Pemilihaq baik di Pusat

mauprm di daerah. mengenai Hasil Psmilihan UmunL tidak termasuk

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan didalam

penj elasannya hanya disebutkan "cukup jelas".

Menimbang, bahwa menurut Majefs Hakim yang dimaksud

dengan hasil Pemilihan Llmum dalam pasal tenebut adalah hasil

Pemilihan Umum yang menyangkul hasil perhihrngan suara atau

Keputusan mengenai jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai

peserta Pemilu . sedangkan keputusan Panitia Pemilihan Daerah diluar

perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dapat diperiksa

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kepentingannya yang

dirugikan dan yang sangat mlmgkin terjadi adalah kekeliruan nxrnura

{ Human Error );
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Dalam era reformasi dewasa ini salah satu tuntutan yang sangat

diharapkan oleh masyarakat adalah nansportasi disegala bidang dan

pemilu adalah satu diantarta sekian tuntutan reformasi yang digulirkan

oleh masyarakat ;

Oleh karena itu Kepunrsan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara

harus dapat dikonhol oleh publik dan salah satu bennrk kontrol publik

adalah dengan pemeriksaan melalui gugatan atau control juridis ke

Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menirnbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebu! maka

Majelis menilai sengketa ini dapaf diperiksa oieh Pengadilan Tata Usaha

Negara dan oleh karena itu eksepsi ke tr, dari Tergugat tidak dapat

diterima ;

III. Bahrva Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, sebab yang

ada hubungan hukum dengan kegiatan KPU Indonesia{Panitia

Pemilihan Daerah adalah organisasi Partai Politik yang ikut Pardlu ;

Manimbang bahwa terhadap Eksepsi ke Itr Majelis HakinL

mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa didalam pasal 53 (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986,

disebutkan, "Seseora:rg atau badan hukum perdata yang meritsa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Ksputusan Tata Usaha Negara

dapat mengajukan gugatan terfulis kepada Pengadilan yang

benvenang yang berisi nrntutan agar Kepunrsan Tata Usaha Negara

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dst . . . " ;

Jadi yang menilar seorang atau badan hukum yang punya kualitas

atau tidak untuk mengajukan gugatan/sengketa Tata Usaha

Negara arblafi ada " kepentingannya ";

Menimbang bahwa dengan ditunjuk dan dicantumkannya

Penggugat sebagai calon anggota DPRD II Kota Bengkulu untuk priode
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1999 2004 oleh Partai Amanat Nasional (PA].I) dan telah diumumkan

kepada masyarakat secara resmi ataupun pengurnuman resmi melalui

melalui mas madia, baik melalui pengumuman ditempat-tempat

pernrmgutan suara pada saat Penilu 1999 yang lalq maka jelaslah

bahwa Penggugat berkepentingan dalam mernpersoalkan Keputusan

Tata Llsaha Negara vang menjadi objek sengkota a quo ;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Kepentingan Penggugat

Cukup kuat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, oleh

karena itu eksepsi ini juga tidak diterima ;

lV. Menimbang bahwa Eksepsi ke-IV yaitu Eksepsi yang ditujukan oleh

Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa surat yang

dikirimkan oleh Tergugat II yang merupakan objek kedua dalam

sengketa ini adalah kepuhrsan Tata Usaha Negara yang masih

memerlukan persetujuan, mungkin terhadap Tergugat II, Karena

kalau ditujukan kepada sengketa a quo secaxa keseluruha4 Eksepsi

ini tidak tepat karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang

memeriksa, msmutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara pada tingkat pertama; Jadi maksud Tergugat tr yang

sebenarnya dalam eksepsinya adalah Surat No.

90llSospol/VllVl999 tanggal 1l Agustus 1999 yang diterbitkan oleh

Tergugat tr apakah dapat diiadikan sebagai objek sengketa . dengan

alasan bahwa Keputusan tersebut adalah merupakan Kepunrsan Tata

Llsaha Negara yang masih memorlukan persotujuan !

Menimbang bahwa terhadap alasan Tergugat II menyatakan

bahwa Surat Tergugat II merupakan Keputusan yang masih memerlukan

persetujuan, Maielis tidak spendapat karena surat tersebut tidak

memerlukan penetujuan instansi lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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\.Ienimbang, bahwa sesuai dengan pasal 68 ayat I Undang-

Undang No. 3 Tahun 1999 disebutkan " Penentuan Calon terpiJih

anggota DPRD tr dari masing-masing Partai Politili Peserta Pemilihan

Umum oleh PPD II berdasarkan pangajuan Pimpinab Partai dst ......",

dan penetapan PPD tr ( bukti P-20) tersebut diserahkan kepada

WalikotalBupati dan oleh Walikota{Bupati diteruskan kepada Gubernur

( bukti T.tr-s ) unfuk penerbitan surat Keputusaan ( bulti P-13 ), dan

kalau dilihal ketenhran te$ebul Walikota didalam sengketa ini hanya

sebatas meneruskan penetapan PPD Tingkat tr dan tidak ada

kewenangan wrtuk mengganti atau menolak Calon yang telah ditetapkan

olch PPD Tingliat tr Bengkulq hal ini juga dipertegas oleh Menteri

Dalam Negeri dengan suratnya No. 188.523036,PUOD tertanggal 6

Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubemur Kepala daerah Tingkat I

Jawa Tengah di Semarang ( bukti T.I-7 ) yang menyatakan bahwa

kewenangan Gubemur dalam pelaksanaan tata cara Peresmian

keanggotaan DPRD. hanya sebatas sampai dengan pengesahan saja,

tanpa memililii kewenangan untuk menolak/menyeleksi Calon yang

telah ditetapkan oleh PPD tr Oleh karena itu maka Gubemur hanya

sebatas pengesahan saja ;

Menimbanmg bahwa Tergugat tr tidak dapat dipertanggung

jawabkan atas keputusan yang menenrskan penetapan calon terpilih

DPRD tr kepada Gubemur karena keputusan Walikota hanya sekedar

meneruskan keputusan PPD tr Kotamadya Bengkulu yang adalah

Keputusan 
'[ata 

Usaha Negara sebagai tindakan persiapan sebelum

dikeluarkarurya Kepufirsan Tata Usaha Negara poko\ karonanya

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum final ;

IttenimbarE. bahwa berdasarkan pertimbargan tersebul maka

Eksepsi dari Tergugat tr, din-v-atakan dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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\'. Menimbang bahwa Eksepsi yang ke-V yang dirujukan oleh

Penggugat Interversi yang mengatakan bahwa keanggotaan DPRD

Tingkat tr diresmikan secara adrninistratif dengan keputusan

Gubemur atas nama Presiden sebaga Kepala Negara; Presiden

sebagai Kepala Negara adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara

dapat dikatakan Pejabat 
'fata 

Usaha Negar4 apabila Presiden

seba€ni Kepala Pernerintahan ;

Nlenimbang bahwa dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 5

-I'ahun 
1986. dinyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

bedaku, \,Ienurul Majelis Mengen ai apa dan siapa yang dimaksudkan

dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tersebu! ukuraffiya

ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Jabatan Tata

Lrsaha Negara pada satu tindakan huk:um lata Usaha Negara itu

dilakukan I

Apabila yang diberbuat pada saat itu trerdasarkan peraturan

perundang-undangan -vang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari

urusan Pemerintaharq maka apa saja dan siapa saja yang melalsanakan

fungsi terssbut pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara ;

Jadi Keanggotaan DPRD Tingkat tr yang diresmikan secara

Administratip dangan Keputusan Gubemur atas nama Presiden,

fungsinya bukan sebagai Kepala Negara, tetapi sebagai Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara I'akni Kepala Pemerintahan ( Eksekutif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebul maka

I-iksepsi dari Penggugat lntervensi ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALANI POKOK SENGKT'TN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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lv{enimbang bahwa maksud gugtan Penggugt adalah seperti

telah diuraikan diatas :

Nlenimbang bahwa dengan dikeluarkannya Tergugat tr maka yang

menjadi objek gugatan dalam sengketa ini. adalah :

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat tr No,. 219

-fahun 
1999 tanggal l1 Agustus 1999 ;

2. Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.

390 tahun 1999 tanggal; 19 Agustus 1999 ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendasarkan

gugatannya, atas dalil-datl :

1. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Teap ar€gota Legislatif Tingkat tr

Kodya Bengkult! Penggugat adalah menduduki urutan 3( tiga )

dalam wilavah Kecamatan Gading Cempaka, unruk Partai Amanat

Na,sional ;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan PPD Tingkat tr Bengkulu No.179

tahun 1999 tertanggal 24 Juli 1999 khusus untuk Partai Amanat

Nasional ditetapkan perolehan kursi sebanyak 4 kursi dengan uraian

3 kursi untuk Ke camatan Gading Cempalia dan kursi unnrk

Kscamatan 
'f 

eluk Sagara ;

-1. Berdasarkan Surat Keputusan DPD PAN Kodya Bengkulu No.

PAN/KPSAi.-5/6?V[1I999 tentang penetapan Anggota I-egislatif

untuk I)PRD Tingkat tr Kodya Bengkulu. temyata nama Penggugal

tidak dii(ut sertakan sebagai calon terpilih, tetapi yang dimasukkan

adalah Darmilawati BSc yang berasal dari daftar calon tetap (DCT)

anggota Legislatif dari Kecamatan Muara Bangkahulu yang nama

PAN dililayah Kecamatan Muara Bangkahulu tidak ada

mcndapatkan satu kursipun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Team Verifikasi'kepala Direktorat Sosial Politik Pemda fingkat I

Benglulu ( bukti P-6) agar Llaleg dan Partai politik vang belum siap

diajukan oleh Pimpuran Partai politik fingkat tr agar piltak l ang

be'kopcnlcn mdmproses pencrbitan surat Keputusan bapf Caleg yang

telah si:p tanpa harus menunggu calon lang terlambat pengajuannya r

\fenimbang. bahua sebagai peflimbangan tambahan sesuai dcngan

surar DPP PAN No, PAN Il/K-WSJ15.{0.I\11999 ranggal 1 1 Scl-.i.3p1].,

1999 tentang p€nempatan calon teipilih (P-14) dirr';rtakan ballva kursi

vang tcrsedia harusi disi sesuai denean lX "l dan Surat DPP Pan \o.

PAN.A,K-\\'S.l l7l.n' 1999 targgitl 06 .{pril 1999 {P-19) pada

pokok;*'a dinvltaLln baghrva Caleg PAN adala! untul kecamafan dari

!r:nl dia diusull.,an. dan surat DPW PAN

.o.I).\\ 07.01'I.0S 76,\rltr 1999 tertanggal l3 ,A.gustus 1999 ,vang

ilitanch tangani oleh .{hmad Kanedi.SFI sendiri ( bukti PInt-4)

dinvatakan tegas bahwa swat -yang ridak ditanda tangani Saudara

ismaniar Ismalil.RA tidak benar dan tidak dapat dibenarlan. dimana

surat-surat lersebut menunjukkan kctidak sahan sural usul vang

mengatasnamakan I)PI) PAN tanggal 03 Agustus I999 tentang

Penetapan anggota Legislati{ Partai Amanat Nasional unnrk DPRD II

Kodl a Bengliulu :

N{enimbang, bahna PPD tr Kodta Bengkulu oleh karena itu hatls

membatellian dan menarik kernbali keanggotaan dari DI'RD Kodl I

Benglulu .rtas nama Dannilarvati BSc. pnode 1999 l!!('! J.rrcnl

daerah pemrlihan unluk P.'\N di Kecam:r1rn \'lrrar: bangkahulu telah

habrs terhasi :

SelanlutnYa rrntuk mcrrcl:ioi,.ir\ rdr Ahmad Badalvi Salluv.SL

scblgai anugotr L)l)irl) i lleNri Il Kodva Bengliulg sebagai Penggantr

itrtiu .,\;iLiir -.i1. Jalmilawati BSc. sesuai dengan Daftar Calon l elap dan
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perolehan kursi untuk P,{N di Kecamatan Gading Cempaka. Kotama{,a

Bcnglulu, mcrujuk dengan Surat Keputusan Nomor : PANIA/KptsiK-

S,21rL\,'1999, tdrtanggal 22 September 1999 yang dikeluarkan oleh

DPD PAN Kotamadva Bengl,iulu ( bukti P-15) dan Surat DPP PAN

.Iakarta No.PAN,,ts/K-WSJ/540,/L\| 1999 kepada PPD tr Kodya Bengkulu

( bukti P-i4 ) :

Nlenimbang bahwa \'Iajelis berpendapet adalah adil dan rvajar.

penghargaan tetap diberikan kepada calon sesuai dengan Daftar Calon

Ietap (l)C'T) vang ada dengan mengingat sistim Pemilu yang berlaku

"Stelsel L)aftar'. dimana peranan Caleg sangat menenhtkan dalam

pengurnpulan suara dan dalam menentukan pilihan, pernilih tetap akan

melihat calon vang lcrdaftar oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat

ditcrina :

\llenirnbang. bal.rgwa berdasarkan perlimbangan tersebut diatas

maka terhadap surat Keputusan PPD II Kodla Bengliulu No. 219 tahun

.l 
999 tanggal 1 1 .,\gustus 1999 adalah berlentangan dengan peraturan

perundang-undangan vang berlaku :

\4erumbang. bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Thgkal I I'r'opinsi l3engkulu No. 390 tahun 1999 tanggal 19

.lprusnrs 1999 karcna didasarkan pada Keputusan PPD tr Kodla

Ilengltulu No. 219 tahun 1999 tanggal 11 '\gusrus 1999 sebagarmana

1'ang tclah dipertimbangkan dimuka oleh \lajets. rnaka dengan

sendidrl a surat Keputusan No. -190 tahun 1999 tangal I 9 -\gusrus

1999 r'ang dilerbitkan oleh Tergugat I tersebut terdapat cacat hukum

\Iatenl lang al<ibatnl,a surat Keputusan tersebut -iuga d'invatakan

hertentangan rlengan Peraturan Perrrncllng-undangan vang tredaku :

\leninrbang" bahrva oleh karcna Penggugat dengan irukti-bukti

r ang diajukan telah marnpu membuktikan kcseluuhan dalil-dalilli a
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dalam gugatannya. oleh karena iru gugatan Penggugat dapat dikabulkan

kcscluruhann a .

\Ienimbang. bahwa olch karena para 
'fergugat 

bcrada dipihak vang

kalah maka biaya pcrkara dibebankan kepada para Tergugat dan

Pcnggugat lntervcnt :

\{emperhatikan akan ketennran-ketentuan peraturan perundang-

undangan 1'ang bcrlaku juga pasal-pasal dalam l)ndang-Undang No. 5

'fahun 
1986 1'ang bersangkutan :

Menga t l i l i

I)alam l.kqep.si :

- triencrirna Eksepsi Tergugat. untuk sobaglan :

- \Icngeluarkan l crgugat tr dari pokok sengLeta rri I

- \ler-rolak Eksepsi dari Penggugat lnten''ent :

Ddqq (. qeatln I!lul!!!l :

- \,lenolak (iugatan lnten'ensi Pengugatan Inten'ensi selunrhnl'a :

I)alarn fakqk Pcrlara :

- lt'lenvatakan gugatan Pengguglt dikabulkan seluruhnl"a :

- \'{envalakan batal Surat Keputusafl -vang diterbitkan PPD II

Kotamadva Bengkulu \ro. 2t9 f ahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999

clan Kepunrsan vang ditcrbitkan oleh Gubcmur Kepala D;rcrah

l'ing(at I Propinsi Bengkulu No. 390 l-ahun 1999 tanggal i9

. \sustus 1999 :

- \lemerintahkan T ergugat I tlan 
-l 

ergugat m mencahui Surat

Ke'putusan terjebul dtatas. sefia menerhitkan Surat KePutusan Batu

scrla meletakkan l)engg.usat pa<h nonlor urut 19 dalam lamptran

Surat Kcputusan mcnggantikan l)armilarvati llSc :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58


